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bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
215 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal
112 ayat (8] Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 fentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Bersama  Bupatti Musi  Banyuasin  Telah
Menyempurnakan Rancangan Peraturan Dacrah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD] Tahun Anggaran 2022 Sesual
Dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor @ 722 / KPTS /| BPKAD / 2021, Tanggal
10 November 2021 Tentang Hasil Ewvaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Musi
Banvuasin Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah [(APBD) Tahun Anggaran 2022
dan HRancangan Peraturan Bupati Musi
Banvuasin Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2022,

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah



Mengingal

o

tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan  perundang-undangan  yang lebih
Linggt,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurul b, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja
dalam lingkungan Daerah Tingkat 1 di Sumatera
Selatan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusatl dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44.38);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran MNegara republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



10.

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengclolaan Keuangan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor [37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan kelerangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
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13.
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16.
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Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai FPolitik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran egara
Republik Indonesia Nomor 4972

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan dacrah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan



18.

19.
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21.

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
00 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 563);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62
tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
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Keuangan Daerah (Bernita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman — Teknis
Penpgelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 926);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor USU-
3708 tahun 2020 tentang Hasil Verfikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan
Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentulan dan Susunan Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan
BUPATI MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI

BANYUASIN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1} Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

[<]

(4]

(3]

()

Pemerintahan  Daerah  adalah  Penyelenggaraan  urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistemn dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupali sebagai unsur penyeclenggara
pemerintahan Dacrah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupalen
Musi Banyuasin,

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
vang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin,

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daecrah

dalam rangka Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah vang dapat
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban

Daerah tersebut;



(7)

(8]

(9]

(10)

(11}

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan,  pertanggungiawaban  dan  pengawasan
keuangan daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disinglat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yvang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten SBambas
vang diakul scbagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan;

Belanja Daerah adalah semua kewsjiban Pemerintah Kabupaten
Musi Banyvuasin yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode lahun anggaran berkenaan;

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan vang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun
pada tahun anggaran berikutnysa;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp 3.209.005.733.000,- (tiga trilyun dua ratus sembilan milyar
lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli dacrah;

b. Pendapatan transfer;

a. Lain-lain pendopotan dasrah yang sah;

(1]

Pasal 4

Pendapatan ash daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp 388.258.361.000,- [figa ralus
delapan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan puta
tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)j, yvang terdiri atas:



(2}

(3

4

(3)

(1)

(<)

(3]

£

Pajak daerah;
Retribusi daerah;
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

o

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 90.755.404.000,- (sembilan puluh milyar
tufuh ratus lima puluh lima juta empat ratus empat ribu rupiah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 7.915.942.000,- (twjuh milyar sembilan
ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 17.500.000.000,- (Tuph Belas Milyar Lima Ratus Juta
rupiah).

Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 272.087.015.000,- {dua ratus tujuh puluh dua milyar delapan
puluh tufuh juta lima belas ribu rupiahy).

Pasgal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hurul b direncanakan sebesar Rp 2.723.426.373.000,- (dua
trilyun tujuh ratus dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh
enam juta tga ratus tujuh puluh tiga ribu rupich), yang
terdini atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul a direncanakan sebesar
Rp 2.623.921.007.000,- (dua trilyun enam ratus dua puluh tiga
milyar sembilan ratus dua puluh satu jutoe tujuh ribu rupiahy).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf b direncanakan sebesar Rp 99.505.366.000,-

(sembilan puluh sembilan milyar lima ratus hma juta tign ratus

enam puluh enam ribu rupich).



Pasal 6
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp 97.320.999.000,- (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua
puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiahy,
yvang terdin atas:
a. Pendapatan hibah;
b. Dana darurat; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 0,00 fnol rupiah).

(3] Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp 97.320.999.000,- (sembilan puluh
tujuh milyar tiga ratus dua puluh jute sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp 2.974.417.481.954,- (dua triyun sembilan ratus tufih
puluh empat milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus delapart
puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) vang terdiri
atas:

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

¢. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pazal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.115.018.164.922,-
(dua trilyun seratus lima belas milyar delapan belas juta seratus
enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;



12)

(3

(4]

(3)

(5]

(7)

(1)

=

Belanja barang dan jasa;

c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. DBelanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosgial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 965.901,185.024,- (sembilan ratus
enam puluh lima milyar sembilan ratus satu juta seratus delapan
puluh lima ribu dua puluh empat rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 1.126.762.667.431,- (safu
trilyun seratus dua puluh enam milyar tupuh ratus enam puluh
dua futa enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh
salu rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul c
direncanakan secbesar Rp 10.040.682.467,- [sepuluh milyar
empat puluh juta enam ratus delapan puluh dua rnibu empat ratus
enam puluh tujuh rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural d

direncanakan sebesar Rp 0,00{nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp 11.913.630.000,- (sebelas milyar
sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp 400.000.000,- fempat ratus
Juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b direncanakan sebesar Rp 593.505.673.332,- (ima ratus
sembilan puluh tiga milyar ima ratus lima juta enam ratus tujuh
puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua ruptah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah.

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

¢. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
e, Belanja modal aset tetap lainnya;



(2)

(3)

(4]

[

(6)

17}

f. Belanja modal aset tidak berwujud,;

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan scbesar Rp 7.993.374.475,- (fujuh milyar
sembilan rafus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh
empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 104.927_306.974, -
{seratus empal midyar sembilan ratus dua puluh tupeh juta tiga ratus
enam ribu sembilan ratus tupch puluh empat rupiah).

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf C direncanakan sebesar
Rp 143.557.271.176,- (seratus empatl puluh tiga milyar lima ratus
lima puluh tujuh juta dua ratus fujuh puluh satu rbu seratus juh

puluh enam rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufl 4 direncanakan sebesar

Rp 207.227.802.523,- (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua
ratus dua puluh tujuh juta delapan ralus dua ribu lima ratus dua
puluh tiga rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) hurul e direncanakan sebesar Rp 39.655.348.315,- {tiga
puluh sembilan milyar enam ratus ima puluh lima juta tiga ratus
empat puluh delapan ribu liga ratus tma belas rupiah).

Belanja modal aset tidak berwuyjud sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 144.569.869 - seratus
empat puluh empat jula lima ratus enam puluh sembilan nbu
delapan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima
ratus aita Rupiah). vang terdisi atas Belanja Tidale Terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf d direncanakan sebesar Rp 263.393.643.700,- (dua ratus
enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh higa pta enam
ratus empal puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:



a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
direncanakan sebesar Rp 0,00 fnol rupiah).

[3) Belanja bantuan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 263.393.643.700,- (dua
ratus enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta
enam ratus empat puluh tiga ribu fujuh ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah  tahun  Anggaran 2022 Rp
45.000.000.000,-(empat puluh ima milyar rupiakh), vang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan,

Pasal 13

(1) Anggaran pencrimaan pembiayaan sebagaimana dimaksuad dalam
Pasal 12 hurufl a direncanakan sebesar Ep 45.000.000.000,-
lempat pulih lima milyar rupioh), yang terdiri atas Sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPAJ.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh hima
milyar rupiah).

Pasal 14
{1} Anggaran pengeluaran pembiayaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huraf b direncanakan sebesar

Ep 279 588.251.046,- (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar lima
ratus delupan puluh delapan jula dua ratus ima puluh satu ribu

empirt praluh enoam ripiah ) yang terdiri atas :
a. Penyertaan modal dacrah;
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

|2} Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 32.600.000.000.- ftiga puluth
dua milyar enam ratus uta rupah).



(3

(1)

(2]

(1}

(<)

)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huwuf b direncanakan scbesar
Rp 246.9858.251.046,- (dua ratus empat puluh enam milyar
sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh
satu ribu empeat puhih enam rumah).

Pasgal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus scbesar
Rp 234.588.251.046,- (dua ratus tigan puluh empat milyar limo
ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu
empat puluh enam rupiah).

Pembiayaan neto vang merupakan selisih  penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
scbesar Rp 234 588.251.046,- ( dua ratus tiga puluh empat milyar
lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ima puluh satu

ribu empratl puluh enam rupiahy).
Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran  vang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yvang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Musi
Banvuasin Tahun Anggaran 2022,

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar iasa;
k. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¢. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mcngganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi;

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat

vang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran



berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang

bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian vang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan /atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin ini terdiri dari:

L. Lampiramn [

2. Lampiran Il
3. Lampiran III
4 Lampiran [V
5. Lampiran V
B, Lamparan VI

; & Lampiran VI
B. Lampiran VIIT
9. Lampiran X

10, Lampiran X

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Fingkasan APBD yang Diklasifikasi Menurat
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Fincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Keluaran;

Rekapitulam Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Mepgatra;

Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisaai Program pada RPJMD dengan

Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBLD);
Sikronisasi Program Proontas Nasional dengan
Program Privritas Dacrall,

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per



10.  Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

11.  Lampiran XI Daftar Plutang Daerah;

12.  Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi
Daerah Lainnyas;

13. Lampiran X1 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Asct Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;

14. Lampiran XIV Daflar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya
Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali
Dralam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Musi Banyuasin menetapkan peraturan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai  landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
sciap  orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Feraturan Bupati Musi Banyuasin dengan penempatannya dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di  Sekayu

Pada tanggal 30 hwutmbes 505
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

BENI HERNED!

Diundangkan di Sekayu

Fada tanggal 34 WVEMET 305,
SEKRETARIS DAERAH
KABUWPATEN MUSI BANYUASIN

— -

H| APRIYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR /é

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN :(17-127/2021)
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